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PERTIMBANGAN HUKUM PENGADILAN AGAMA LAMONGAN

PUTUSAN No:0147/PDT.G/2011/PA.LMG
TENTANG IJIN POLIGAMI

A. Profil Pcngadilan Agama Lamongan

1.

Lctak Geografis Pengadilan Agama Lamongan

a.

Lokasi Pengadilan Agama Lamongan

Gedung Pengadilan Agama Lamongan terletak di Jalan Panglima
Socdirman No. 738 B. Gedung Pengadilan Agama Lamongan dibangun
pada tahun 1979/1980 di atas tanah scluas 200 m* dengan hak milik ncgara
dan luas bangunan 150 m?, melalui anggaran DIP 1979/1980 No. 10 tahun
1979 dilaksanakan olch PT./CV. CIPTA SARANA dengan biaya scbesar
Rp. 9.546.000,00 (Scmbilan juta lima ratus empat puluh enam ribu
rupiah), pengadaan tanah mclalui DIP tahun 1979/1980 No. :I/PROYEK/
PA/PELITA 1II tahun 1979 dengan biaya scbesar Rp. 9.566.000,00
(Sembilan juta lima ratus enam puluh cnam ribu rupiah). Kemudian pada
tahun 1984 dilaksanakan rehabilitasi/perluasan berdasarkan DIP tahun
1983/1984, Nomor : 015/tanggal 14 November tahun 1984 dengan biaya
Rp. 14.500.000,00 (Empat belas juta lima ratus ribu rupiah). Balai sidang
BSPA tahun 1997/1998, tahun 1997/1998 dilaksanakan rehab atau

perluasan balai sidang berdasarkan DIP tahun 1997/1998 Nomor :
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070/XXV/1997/tanggal 31 Maret 1997 dengan biaya scbesar Rp. 40.
525.100,00 (Empat puluh juta lima ratus dua puluh lima seratus ribu
rupiah); dilaksanakan oleh CV. Rahmat Bakti Sarana Lamongan. Pada
tahun 1999 mendapat hibah tanah dari Pemda Dati II Lamongan scluas
1.280 m* yang dircncanakan untuk parkir dan rumah dinas, schingga
sampai dengan bulan Juni 1999 luas scluruhnya : 1.749 m,
b. Lctak Geografis Pengadilan Agama Lamongan
1. Sccara astronomi kabupaten Lamongan terletak antara :112° 4°4” -
112°33* 127 BT42 6° 51’ 54" - 7°23’ 6" LS
2. Sccara geografis (alam, laut, selat, samudcra, sungai) atau secara
administratif (kewilayahan Kabupaten Lamongan berbatasan scbagai
berikut) :
a) Sebcelah Barat dengan Kabupaten Bojoncegoro dan Tuban
b) Sebelah Utara dengan Laut Jawa
c) Sebelah Timur dengan Kabupaten Gresik
d) Sebclah Sclatan dengan Kabupaten Jombang dan Mojokerto
2. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Lamongan
Adapun wilayah hukum Pengadilan Agama Lamongan Kelas I-A
meliputi seluruh wilayah Pemerintah Kabupaten Lamongan. Pemerintah

Kabupaten Lamongan meliputi 27 Kecamatan yang terdiri dari 474

Desa/Kelurahan, yakni :



h.

m.

n.

Kecamatan Brondong, terdiri dari 10 Desa/Kelurahan;
Kecamatan Paciran, terdiri dari 17 Desa/Kelurahan;
Kccamatan Solokuro, terdiri dari 10 Desa;
Kecamatan Laren, terdiri dari 20 Desa;

Kecamatan Sukorame, terdiri dari 9 Desa;
Kecamatan Bluluk, terdiri dari 9 Desa;

Kecamatan Sambeng, terdiri dari 22 Desa;
Kecamatan Modo, terdiri dari 17 Desa;

Kecamatan Glagah, terdiri dari 28 Desa;
Kecamatan Karangbinangun, terdiri dari 21 Desa;
Kecamatan Kalitengah, terdiri dari 20 Desa;
Kecamatan Ngimbang, terdiri dari 19 Desa;
Kccamatan Babat, terdiri dari 23 Desa;

Kecamatan Maduran, terdiri dari 17 Desa;
Kccamatan Karanggeneng, terdiri dari 18 Desa;
Kecamatan Turi, terdiri dari 19 Desa;

Kecamatan Sckaran, terdiri dari 21 Desa;
Kecamatan Kedungpring, terdiri dari 23 Desa;
Kecamatan Mantup, terdiri dari 15 Desa;
Kecamatan Kembangbahu, terdiri dari 18 Desa;

Kecamatan Pucuk, terdiri dari 17 Desa;
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Y.
Z.

aa. Kccamatan Dceket, terdiri dari 20 Desa/Kelurahan;
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Kccamatan Sukodadi, terdiri dari 20 Desa;
Kecamatan Sugio, terdiri dari 21 Desa;
Keccamatan Tikung, terdiri dari 13 Desa;
Kecamatan Sarircjo, terdiri dari 10 Desa;

Keccamatan Dcket, terdiri dari 17 Desa;

Wewcnang Pengadilan Agama Lamongan

a.

b.

C.

Pasal 10 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 menctapkan cmpat
jenis lingkungan peradilan, dan masing-masing mempunyai kcwenangan
mengadili  bidang tertentu  dalam  kedudukan scbagai badan-badan
peradilan tingkat pertama dan tingkat banding. Untuk lingkungan
Pcradilan Agama Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 ditctapkan
tugas kewecnangannya yaitu memcriksa, mcmutus, dan menyclesaikan
perkara-perkara perdata bidang :

Perkawinan
Kewarisan, Wasiat, dan Hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam
Wakaf dan Sedekah

Dengan dikeluvarkannya Undang-undang No. 3 Tahun 2006
tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, salah satu yang diatur adalah tentang perubahan atau

perluasan kewenangan lembaga Pcradilan Agama pada Pasal 49 yang
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sekarang juga mcliputi perkara-perkara dibidang ekonomi Syariah. Secara
lengkap bidaxmg-bicfang yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama
mcliputi :

a. Perkawinan

b. Waris

c. Wasiat

d. Hibah

c. Wakaf
f. Zakat

g. Infaq
h. Scdckah
i. Dan Ekonomi Syariah
Pasal 49 ayat (2) menyatakan bahwa yang dimaksud ialah hal-hal
yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan

yang berlaku. Pasal 49 ayat (2) ini dalam penjelasannya dirinci lebih lanjut

ke dalam 22 butir, yaitu :
a. ljin beristeri lcbih dari seorang,.
b. Ijin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berumur 21

tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada

perbedaan pendapat.

c. Dispensasi kawin.



42

d. Pencegahan perkawinan.

e. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah.
f. Pembatalan perkawinan.

g. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau isteri.
h. Pecrceraian karcna talaq.

i. Gugatan perceraian,

j- Penyeclcsaian harta bersama.

k. Penguasaan anak. .

L. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bila bapak
yang scharusnya bertanggung jawab tidak mampu memenuhinya.

m. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan olch suami kepada
bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri.

n. Putusan tentang sah atau tidaknya scorang anak.

o. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua.

p- Pencabutan kekuasaan wali.

q. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan
scorang wali dicabut.

r. Menunjuk seorang dalam hal seorang anak yang belum cukup berumur 18
tahun yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya padahal tidak ada

penunjukan wali olch orang tuanya
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s. Pembebanan kengiban ganti kerugian terhadap wali yang telah
menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang berada dibawah
kekuasaannya.

t. Pcnctapan asal-usul anak.

u. Putusan tentang penolakan pemberian keterangan melakukan perkawinan
campuran, dan

v. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU No. 1
Tahun 1974 tentang perkawinan berlaku yang dijalankan menurut
peraturan yang lain.!

Bidang-bidang tcrscbut mecrupakan kewcenangan yang dimiliki
olch Pengadilan Agama sccara umum, schingga scmua Pengadilan Agama
hanya boleh mengadili bidang-bidang di atas sclain itu Pengadilan Agama
tidak berwenang. Kckuasan Pengadilan dalam kaitanya dengan Hukum
Acara Perdata, biasanya menyangkut dua hal, yaitu tentang "Kckuasaan
Relatif' dan "Kckuasaan Absolut". Kckuasaan Relatif adalah kekuasaan
pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan
kekuasaan perbcdaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis
dan sama tingkatan lainnya. Sedangkan kekuasaan Absolut adalah

kckuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis

! Sulaikin Lubis, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia, 105-108
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pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis
perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya.?
4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Lamongan Berdasarkan
Dalam Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1989, amandemen
Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2006, amandemen Undang-undang
Nomor. 50 Tahun 2009 pasal 9 ayat 1 discbutkan bahwa susunan Pcradilan
Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim, Anggota, Panitcra, Sckretaris dan
Jurusita. Sclanjutnya dalam pasal 26 dan pasal 43 juga dijclaskan bahwa
dalam melaksanakan tugasnya sebagai Panitcra, Sckretaris dibantu oleh
Wakil Sckretaris Panitcra (Wapan) yang mcembantu Panitcra atau
Sckretaris dalam bidang administrasi perkara. Struktur terscbut sangat
penting guna mempertegas kedudukan dan kewenangan tanggung jawab
masing-masing bagian sehingga kelancaran dari proscs pelaksanaan sistem
peradilan tidak akan menemui hambatan. Adapun struktur organisasi

Pengadilan Agama Lamongan adalah sebagai berikut.

2 Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Pengadilan Agama, 25-27



STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA LAMONGAN'
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B. Deskripsi Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Pengadilan Agama Lamongan
Nomor: 0147/pdt.G/2011/PA. Lmg tentang ijin poligami
1. Deskripsi perkara

Pemeriksaan persidangan Pengadilan Agama Lamongan yang
mencrima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat
pertama antera pemohon dan termohon.

Pcmohon, umur 32 Tahun, Agama Islam, scorang pcdagang di
Lamongan mengajukan pcermohonan ijin poligami tanggal 13 Januari 2011
yang didaftarkan di kcpaniteraan Pengadilan Agam Lamongan dengan
nomor perkara 0147/Pdt.G/2011/PA. Lmg. kcpada isterinya, 28 tahun,
scorang wiraswasta, dan sclanjutnya discbut scbagi termohon. Mereka
hidup rukun dan tinggal bersama di Kecamatan Turi Kabupaten
Lamongan.

Mercka menikah pada tanggal 23 Desember 2001 dengan kutipan
akta nikah Nomor: 472/06/X11/2001 di KUA Kecamatan Turi, Kabupaten
Lamongan. Mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan di
karuniai dua orang anak masing-masing berumur 9 tahun dan 2 tahun.

Sciring berjalannya waktu, pemohon mengajukan permohonan
poligami di Pengadilan Agama Lamongan dengan alasan pertama,
pemohon telah lama membuka usaha bersama, berupa kolam pemancingan

dan usaha dagang bibit perikanan dengan calon isteri kedua, kedua,
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pemohon dan colon isteri kedua scring tinggal bersama, dan pemohon
sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang di larang oleh Agama.?

Oleh karcna dengan alasan tersebut, pemohon melakukan ijin
kepada Pengadilan Agama Lamongan untuk beristcri lagi dengan scorang
wanita, 46 tahun, Islam, scorang pedagang bertempat  tinggal di
Kccamatan Turi Kabupaten Lamongan.,

Bersamaan dengan itu pula pemohon menycrtakan harta bersama
sclama hidup dengan termohon, scsuai dengan KMA/032/SK/IV/2006 dan
buku dua Edisi Revisi Tahun 2010 tentang pedoman pelaksanan tugas dan
administrasi Pcradialn Agama, yaitu berupa: scbidang tanah pckarangan
rumah di Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan, scbidang tanah satu titik
sawah, luas 2000 m? (hak milik), dua titik tanah tambak (sewa), tiga buah
unit scpcdah motor, satu buah unit dicscl dan satu buah unit perahu mesin.

Maksud pemohon hendak beristeri Icbih dari seorang (poligami)
dengan scorang perempuan telah mendapat persctujuan dari isteri pemohon
di dalam persidangan.

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon
kepada pengadilan Agama lamongan untuk berkenan memanggil dan

memeriksa pemohon dan termohon, selanjutnya menjatuhkan putusan

scbagai berikut:

3 Kutipan Putusan PA lamongan Nomor: 0147/Pdt.G/201 1/PA.Lmg
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Mengabulkan permohonan pemohon

Member ijin kepada pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan
calon isteri kedua

Mecnctapakan harta bersama sebagai mana terurai dalam posita angka
11, sebagai harta bersama kepada pemohon

Membcbankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara scsuai

degan peraturan yang berlaku.

2. Proscs pcmbuktian dengan Majclis Hakim

a.

Tahap Pembuktiannya
Dalam hukum acara di setiap persidangan di Peradilan terdapat
tahap yang namanya pembuktian. Pada kasus ijin poligami ini, para pihak
baik pcmohon maupun Termohon menghadirkan saksi-saksi scbagai
penguat dari pada pemyataan masing-masing pihak ditambah dengan
pengakuan isteri itu sendiri.
1)Saksi-saksi
Saksi 1, umur 32 Tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, alamat di
Kecamatan Thuri, Kabvupaten Lamongan, dan dengan sumpahnya
memberikan ketcrangan yang sebenar-benarnya bahwa saksi merupakan
teman dekat pemohon, pemohon sudah mempunyai isteri dan di karuniai

dua orang anak dan bermaksud ingin menikah lagi (poligami) dengan calon
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isteri pcmohon yang bersetatus janda cerai , bahwa saksi mengatahui
pemohon dan calon isterinya adalah orang lain, tidak ada hubungan nasab,
tidak pernah scsusuan, begitu pula dengan termohon, bahwa saksi
menyatakan pemohon pernah bercerita kepada saksi kalau pemohon
mencintai partner kerjanya, bahwa saksi mengetahui, pemohon sckarang
tinggal di rumah calon isteri kedua pemohon kurang Iebih dua tahun.?
Saksi 11, umur 29 Tahun, Agama Islam, pckerjaan tani, tinggal di
Kecamatan  Turi  Kabupaten Lamongan, dan  dengan, sumpahnya
memberikan  keterangan yang  scbenar-benarnya bah.wa saksi adalah
tetangga dekat calon isteri kedua, pemohon sudah mempunyai isteri dan di
karuniai dua orang anak dan bermaksud ingin menikah lagi (poligami)
dengan calon isteri pemohon yang bersetatus janda cerai, bahwa saksi
mengetahui, pecmohon dengan calon isterinya adalah orang lain tidak ada
hubungan nasab, bahwa saksi mengetahui pemohon berat meninggalkan
calon istcri kedua pemohon karcna saling mencintai, bahwa saksi
mengetahui, pemohon sekarang tinggal di rumah calon isteri kedua
pemohon kurang lebih 2 Tahun, dan para tetangga tahu bahwa pemohon

tclah menikah sirri dengan calon isteri kedua pemohon.

% Ibid,.
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.

2)Pengakuan Termohon
Mengetahui dan mendengarkan keterangan pemohon tersebut
pcmohon menjawab sccara lisan yang pada intinya adalah:
a) Bahwa temohon ll;cxnbcnarkaxl dalil-dalil pcrmohonan pemonon
b) Bahwa Termohon mengetahui rencana pemohon untuk menikah lagi
dengan calon isteri kedua pemohon
c) Bahwa Termohon mengetahui dan mengenal calon isteri kedua
pemohon, temen kerja pemohon mengclola tambak pemancingan ikan
d) Bahwa termohon tidak keberatan dimadu asal pemohon bisa berlaku
adil terhadap istcri-isterinya.
b.  Amar putusan
Setelah majclis Hakim mendengar dan menimbang atas kesaksian
para saksi dari masing-masing pihak, bahwa pcmohon dan termohon
membenarkannya. Berdasarkan semua pertimbangan, persaksian, dan dari
keterangan para pihak yang berperkara, maka majelis Hakim Pengadilan
Agama Lamongan mengeluarkan putusan amarnya, yang berbunyi:
1. Menetapkan mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk menikah lagi (poligami)
dengan calon isteri kedua
3. Membcbankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara

sebesar Rp.516.000,00 (lima Ratus Enam Belas Ribu Rupiah)
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Demikian putusan ini dijatuhakan pada hari senin tanggal 28
marct 2011 maschi bertepatan dengan tanggal 23 Rebiul Tsani 1432
Hijriyah, dalam siding majelis Hakim Pengadilan Agama Lamongan,
dengan H. Khatim Junaidi,S.H.,S.Ag. M.Hi. scbagau ketua majclis Hakim,
Drs. M. Nurkhan, S.H dan Drs. Abd Rouf Abdulah, S.H masing-masing
scbagi Hakim anggota, serta Supiyah, S.H, scbagai panitera pengganti
Pengadialan Agama terscbut. Dan pada hari itu juga di ucapakan dalam
sidang terbuka untuk umum olch majelis terscbut, dengan dihadiri oleh
pemohon tanpa hadimya termohon.’

3. Pertimbangan Majlis Hakim Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama

Lamongan No: 0147/Pdt.G/2011/PA LMG Tentang Ijin Pologami

Sesuai dengan perkara permohonan ijin poligami dari Pemohon, dan
keterangan-keterangan  dari  pihak-pihak yang bersangkutan  yaitu

Termohon sebagai isteri, serta para saksi-saksi. Hakim mcmberikan

pertimbangannya scbagai berikut:

1. Bahwa pemohon menyatakan alasan poligami adalah, pemohon tclah
lama membuka usaha bersama, berupa kolam pemancingan dan usaha
dagang bibit perikanan dengan calon isteri kedua, pemohon dan calon
isteri kedua sering tinggal bersama, dan pemohon sangat khawatir akan

mclakukan perbuatan yang di larang oleh Agama.

s Kutipan Putusan PA lamongan Nomor: 0147/Pdt.G/201 1/PA.Lmg
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2. Bahwa berdasarkan bukti P3, telah terbukti bahwa calon isteri kedua
pemohon berstatus janda cerai

3. Bahwa dalil pcmohonan pemohon tersebut telah diakui kebenarannya
olch termohon.

4. Bahwa pcmohon telah menghadapkan saksi-saksi yang tclah dewasa dan
telah mencrangkan scsuai yang di ketahuinya, scrta keterangan satu
dengan yang lainya tclah saling bersesuaian dan tidak bertentangan
dengan hukum, maka keterangan saksi itu dapat diterima / dipakai
scbagai bukti dan dapat menguatkan dalil permohonan permohon

5. Bahwa sclain pengakuan dan bukti-bukti terscbut, tcymohon juga teclah
memberikan persctujuan tertulis.

6. Bahwa pemohon tclah menyatakan kesanggupannya dan berbuat adil
terhadap isteri-isterinya, sclain berlaku adil diperlukan adanya jaminan
bahwa suami mampu mencukupi keperluan hidup isteri-isteri dan anak-
anaknya, scbagaimana diatur dalam pasal (5) Undang-undang Nomor. |
Tahun 1974 jo Pasal (58) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan
bahwa Pemohon tclah memenuhi kualifikasi persyaratan beristeri lebih dari
scorang, yaitu adanya persetujuan dari isteri, adanya kepastian bahwa suami
mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, dan

adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil tcrhadap istcri-isteri dan
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anak-anak mereka, sebagai maksud ketentuan Pasal (5) ayat (1) Undang-

undang Nomor. 1 Tahun 1974 dan pasal (58) Kompilasi Hukum Islam.

4. Dasar Hukum Majelis Hakim

Dalam mcmutuskan suatu perkara yang ditangani olch Hakim,
majelis Hakim Pengadilan Agama Lamongan sclaku lembaga yang
mempunyai kewenangan absolut memberikan pertimbangan-pertimbangan
berdasarkan  alasan-alasan dan syarat-syarat ijin poligami; dan scsuai

dengan firman Allah dalam Qs an-Nisa’ ayat 3, yaitu sebagai berikut:

o - . . - :’ °, . . °Jr’ - . e 0 0 '0} ‘_1:{0', o.’
ob C"-,)) Ly s ‘L“""j‘d}f("’Q gUaLo\);._SJLa o (@ Ve Y\{._f.:.g'- Ol

JO ).

& PR RO AV AT AN T

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak)

perempuan  yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka

kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau

empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka

(kawinilal) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang
demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.®

Majelis Hakim mempertimbangkan keteranga saksi-saksi dari
pihak Pemohon dan Termohon yang dalam kesaksiannya mercka diambil

sumpah untuk memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya.

¢ Depag.RI,Al-Quran dan terjemah,77
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Dasar pertimbangan Hakim dalam mengabulkan ijin poligami ini
tidak lepas dari surat pernyataan isteri tidak keberatan untuk di madu yang
sclanjutnya ditegaskan kembali secara lisan di depan persidangan.

Demikian pula surat pernyataan Pecmohon yang dalam hal ini
berisi tentang kesiapannya menjamin kepada isteri-isteri dan anak-anaknya
untuk berlaku adil yang tertuang dalam P. 15 dan telah dibacakan di depan
sidang.

Menimbang, bahwa atas alasan yang dikemukakan Pcmohon
tersebut termohon mengakui kebenarannya. Oleh karena itu pengakuan
termohon terscbut dianggap scbagai bukti yang sempurna, karcna scsuai
dengan pasal 174 HIR yaitu: pengakuan adalan merupakan bukti sempurna.

Terakhir, dasar pertimbangan Hakim dalam mengabulkan ijin
poligami terscbut berpendapat bahwa syarat-syarat untuk beristeri lebih
dari satu scbagaimana di kehendaki dalam pasal 5 ayat 1 jo

Untuk dapat mecngajukan permohonan kepada Pengadilan, scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi
syaratsyarat scbagai berikut:

a. Adanya persetujuan dari isteri-isteri.

b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup
isteri isteri dan anak-anak mereka.

c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan
anak-anak mereka

Persctujuan yang dimaksud pada ayat 1 huruf a pasal ini tidak diperlukan
bagi scorang suami apabila isteri/isteri-isterinya  tidak mungkin - dimintai

persctujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila
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tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau
karcna sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim
Pengadilan.’

pasal 6 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo pasal 58 ayat 1 dan 2
Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Sedangkan Menurut katentuan Pasal 4
ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 scorang yang akan beristeri Iebih
dari scorang harus memenuhi pula salah satu syarat yaitu: isteri tidak dapat
menjalankan kewajibannya scbagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau
penyakit yang tidak dapat discmbuhkan, isteri tidak dapat mclahirkan
keturunan. Sclain itu, dari hasil wawancara dari salali scorang hakim
mcnjclaskan bahwa Hakim melihat dari scgikclengkapan pertimbangan scperti
kelengkapan alat bukti surat, persaksian saksi dan keduanya tidak ada halangan

untuk melakukan pernikahan, oleh karcna itu permohonan Pemohon dapat

dikabulkan.?

7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam
Indonesia, (Trinity Optima Media, Cet. I, 2007), 90-91

8 Laticf, Wawancara, 16 Juli 2012



